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PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR        TAHUN 2014
TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN KEDUA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  PASAMAN,

	Menimbang

Mengingat
	:

:
	a. bahwa dalam rangka upaya penanganan bencana alam berupa banjir dan lonsor yang terjadi pada tanggal 23 April 2014 di Kecamatan Tigo Nagari dan tanggal 24 April 2014 di Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping dan Batu Aia Paninjauan Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman tahun 2014, diperlukan pergeseran anggaran kedua penggunaan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Pergeseran Anggaran Kedua Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 110, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 150, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19 );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, Revisi dan/ atau Pergeseran Anggaran Diingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Serta Pengeluaran Untuk Mendanai Keadaan Darurat dan Mendesak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 5);

24. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 69);


MEMUTUSKAN 
	Menetapkan  
	:
	PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PERGESERAN ANGGARAN KEDUA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2014.


Pasal 1

Pergeseran Anggaran Kedua Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula
Rp.  40.303.016.300,00
Bertambah/Berkurang
Rp.                          -   

Menjadi
Rp.   40.303.016.300,00
b. Dana Perimbangan

Semula
Rp. 609.038.568.650,00
Bertambah/Berkurang
Rp.                          -

Menjadi
Rp. 609.038.568.650,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula
Rp.   22.338.787.150,00
Bertambah/Berkurang
Rp.   97.604.144.000,00
Menjadi
Rp.  119.942.931.150,00
Jumlah Pendapatan
Rp. 769.284.516.100,00
2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :

1) Belanja Pegawai

Semula
Rp. 343.122.371.000,00
Bertambah/Berkurang
Rp. 101.260.330.228,00
Menjadi
Rp. 444.382.701.228,00
2) Belanja Hibah

Semula
Rp.   11.387.500.000,00
Bertambah/Berkurang 
Rp.                            -                       

Menjadi
Rp.   11.387.500.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial

Semula
Rp.     1.686.000.000,00
Bertambah/Berkurang
Rp.                             -

Menjadi
Rp.     1.686.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil

Semula
Rp.        800.000.000,00
Bertambah/Berkurang
Rp.                             -

Menjadi
Rp.        800.000.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan

Semula
Rp.    27.923.780.600,00
Bertambah/Berkurang
Rp.                             -

Menjadi
Rp.    27.923.780.600,00
6) Belanja Tidak Terduga

Semula
Rp.      3.500.000.000,00

Berkurang
Rp.        (303.767.000,00)
Menjadi
Rp.       3.196.233.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp.  489.376.214.828,00
b. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja :

1) Belanja Pegawai

Semula
Rp.    11.042.904.000,00
Bertambah/Berkurang
Rp.           50.000.000,00
Menjadi

Rp.    11.042.954.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa

Semula
Rp.  166.522.553.900,00
Bertambah
Rp       1.223.987.500,00
Menjadi
 Rp. 167.746.541.400,00

3) Belanja Modal

Semula
Rp.    165.195.459.900,00
Bertambah
Rp.        8.475.729.500,00          

Menjadi
Rp.  173.671.189.400,00

Jumlah Belanja Langsung
Rp. 352.460.684.800,00

Jumlah Belanja                                                                                                                                      Rp. 841.836.899.628,00
                              Defisit Anggaran (1-2)                                                                                                                          Rp.  (72.552.383.528,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula
Rp.  61.500.197.300,00
Bertambah
Rp.  13.052.186.228,00
Menjadi
Rp.   74.552.383.528,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula
Rp.      2.000.000.000,00

Bertambah/Berkurang
Rp.                             -

Menjadi
Rp.    2.000.000.000,00

        Jumlah Pembiayaan Netto                                                                                                                              Rp. 72.552.383.528,00
                    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                                                                                                          Rp.            -
Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini, yang terdiri dari :

	1
	Lampiran I 
	:
	Ringkasan Pergeseran Anggaran Kedua Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014.

	2
	Lampiran II
	:
	Penjabaran Pergeseran Anggaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 menurut urusan, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.


Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.










Ditetapkan di Lubuk Sikaping










pada tanggal         Juni 2014







 

BUPATI  PASAMAN,










BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping

pada tanggal          Juni  2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

A. SYAFEI, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2014 NOMOR   
